
 

 

 

 
 

                                        BUPATI SAMBAS 

     PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 

KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS 
NOMOR 244/DPMPTSP/2022 

 
TENTANG 

 
MAKLUMAT PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN  

 

BUPATI SAMBAS, 
 

Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik perlu 
menyusun, menetapkan, dan menerapkan Maklumat 

Pelayanan Publik dengan memperhatikan kemampuan 
penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi 
lingkungan; 
 

  b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu 

menetapkan Keputusan Bupati tentang Maklumat 
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 

Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 51,Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2756); 
 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002  tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

197,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 
Nomor 6409); 



 

 

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 
 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);  
 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6400); 
 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik   
Indonesia Nomor 6617); 
 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik   
Indonesia Nomor 6618); 



 

 

  11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014             

Nomor 221); 
 

  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 
 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1956); 
 

  14. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 
2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha 

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1084); 
 

  15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021      

Nomor 271); 
 

  16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara 

Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 272); 
 

  17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara 
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273); 
 

  18. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 

2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 Nomor 12) 

sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 

2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 41); 
 

  19. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sambas Tahun 2012 Nomor 5); 
 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 
2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sambas Nomor 28); 
 

  21. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 
2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sambas Nomor 57); 



 

 

  22. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 

2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan 
Penanaman Modal Di Kabupaten Sambas (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas  
Nomor 63); 
 

  23. Peraturan Bupati Sambas Nomor 40 Tahun 2018 

tentang Pedoman dan Tata Cara Penerbitan 
Rekomendasi Teknis Dalam Penyelenggaraan Pelayanan 
Perizinan dan Nonperizinan (Berita Daerah Kabupaten 

Sambas Tahun 2018 Nomor 40); 
 

  24. Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2021 
tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan 

dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas           

Tahun 2021 Nomor 69); 
 

  25. Peraturan Bupati Sambas Nomor 90 Tahun 2021 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, 
Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas   
(Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021     

Nomor 90); 
 

  26. Keputusan Bupati Sambas Nomor 960/DPMPTSP/2021 
tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 
Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Sambas; 
 

  27. Keputusan Bupati Sambas Nomor 1014/DPMPTSP/2021 
tentang Standar Opersional Prosedur Pelayanan 
Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Sambas;  

 
 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  

KESATU : Maklumat Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan 

ini. 
 

KEDUA : Maklumat Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 

sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi 
pedoman yang wajib dilaksanakan oleh seluruh 

aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas dalam 

menyelenggarakan pelayanan perizinan dan 
nonperizinan di Kabupaten Sambas.  
 

KETIGA : Pelanggaran terhadap Maklumat Pelayanan Perizinan 
dan Nonperizinan dapat dikenakan sanksi dan 

tindakan administratif sesuai ketentuan perundang-
undangan. 
 

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka 
Keputusan Bupati Sambas Nomor 144/DPMPTSP/2021 



 

 

tentang Maklumat Pelayanan Perizinan dan 

Nonperizinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 
 Ditetapkan di Sambas 

pada tanggal 21 Maret 2022                   

  
  

 
 

 
 
 

 
 

  



 

 

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS 

NOMOR 244/DPMPTSP/2022 
TENTANG  

MAKLUMAT PELAYANAN PERIZINAN 
DAN NON PERIZINAN  

 

 

MAKLUMAT PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 

 

   
MAKLUMAT PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 

 

 

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan  
perizinan dan nonperizinan sesuai Standar Pelayanan (SP) dan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. Apabila kami tidak menepati 
Maklumat Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan ini, kami siap  

menerima sanksi dan tindakan administratif sesuai dengan  
ketentuan peraturan perundang-undangan” 

 
 
 

                                                              Kepala Dinas Penanaman Modal dan 
                                                              Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

                                                            Kabupaten Sambas 
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